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Abstrak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Satya Negara Palembang sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi,
khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi warga
dalam evaluasi pelayanan publik melalui penerapan sistem kotak saran digital berbasis web di Dinas Pariwisata
Kota Palembang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas kotak saran konvensional yang kurang
transparan, sulit diakses, dan lambat ditindaklanjuti. Melalui pendekatan partisipatif dan pemanfaatan teknologi
digital, sistem ini dirancang agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara daring dengan
jaminan kerahasiaan identitas. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah saran,
percepatan waktu respon dari tujuh menjadi dua hari kerja, serta tingkat kepuasan masyarakat mencapai 92,74%.
Penerapan sistem ini juga membentuk pola komunikasi publik yang lebih terbuka dan partisipatif antara
masyarakat dan pemerintah daerah. Kegiatan ini memiliki implikasi praktis, akademik, dan kebijakan sebagai
model penerapan digital participatory governance yang mendukung prinsip good governance dan transformasi
digital pelayanan publik.

Kata Kunci: E-Governance; Kotak Saran Digital; Partisipasi Publik; Pelayanan Publik; Pengabdian Kepada
Masyarakat.
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1. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan sosial, tetapi
juga sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah dalam memberikan
layanan yang berkualitas. Menurut Dwiyanto (2018), partisipasi publik dalam evaluasi
pelayanan merupakan indikator penting dari demokrasi partisipatif, karena memungkinkan
warga untuk menyuarakan pendapat, memberikan saran, serta mendorong pemerintah agar
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan
modern, peran masyarakat sebagai mitra pemerintah menjadi semakin strategis dalam

menciptakan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem partisipasi masyarakat dalam
evaluasi pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan
utama adalah penggunaan kotak saran konvensional yang belum optimal. Banyak instansi
pemerintah yang memiliki kotak saran fisik, tetapi tingkat pemanfaatannya relatif rendah
karena masyarakat merasa prosesnya tidak transparan dan hasil tindak lanjutnya tidak jelas.
Selain itu, proses pengumpulan, penyortiran, dan analisis saran secara manual sering memakan
waktu lama, sehingga menghambat efektivitas tindak lanjut (Suharto, 2020). Akibatnya, kotak
saran yang seharusnya menjadi sarana komunikasi antara warga dan instansi, sering kali hanya
berfungsi secara simbolis tanpa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas

layanan.

Perkembangan teknologi digital menawarkan peluang besar untuk mengatasi
keterbatasan tersebut. Transformasi digital di sektor publik telah membawa paradigma baru
dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui pemanfaatan sistem
berbasis web, aplikasi seluler, dan platform digital lainnya yang memungkinkan partisipasi
publik secara lebih terbuka dan cepat (Nurmandi & Kim, 2021). Sistem kotak saran digital
menjadi salah satu solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
aksesibilitas dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Melalui platform digital,
masyarakat dapat memberikan saran, kritik, atau laporan secara langsung tanpa harus datang
ke kantor instansi, sementara pihak pemerintah dapat menindaklanjutinya secara real time dan

terdokumentasi dengan baik.
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Urgensi penerapan sistem kotak saran digital semakin tinggi seiring meningkatnya
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif dan berbasis teknologi. Dalam
konteks instansi pemerintah daerah, seperti kelurahan, desa, dan dinas pelayanan publik,
kebutuhan akan sistem yang mampu menampung aspirasi warga secara cepat dan transparan
menjadi bagian dari implementasi konsep smart governance (Sofianto, 2022). Selain sebagai
media partisipatif, sistem ini juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu,
pengembangan sistem kotak saran digital diharapkan tidak hanya memperbaiki mekanisme

pengaduan, tetapi juga membangun budaya komunikasi dua arah yang lebih sehat dan terbuka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan untuk menerapkan sistem kotak saran digital berbasis web sebagai media partisipasi
warga dalam mengevaluasi pelayanan publik. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan,
aman, dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki
literasi digital dasar. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sarana komunikasi yang
efektif antara masyarakat dan instansi penyelenggara layanan, khususnya Dinas Pariwisata
Kota Palembang, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap

aspirasi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
proses evaluasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya sistem
ini, warga diharapkan dapat menyampaikan saran, kritik, dan keluhan dengan lebih mudah,
cepat, serta terjamin kerahasiaannya. Pemerintah daerah juga dapat memperoleh data
partisipatif yang lebih kaya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti
(evidence-based policy). Dengan demikian, kegiatan ini berperan dalam mendorong
terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, inovatif, dan efisien (Kusumasari,
2019).

Di sisi lain, penerapan sistem ini memiliki tujuan strategis untuk membangun budaya
komunikasi dua arah antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik. Selama ini, pola
komunikasi yang bersifat fop-down sering kali menempatkan masyarakat sebagai penerima
pasif kebijakan dan layanan. Melalui sistem kotak saran digital, hubungan tersebut dapat
bertransformasi menjadi model komunikasi yang lebih dialogis, di mana masyarakat memiliki
ruang yang setara dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini sejalan dengan gagasan collaborative
governance yang menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif dan inklusif (Ansell & Gash,
2008).
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Dari sisi manfaat, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi berbagai pihak. Bagi
masyarakat, sistem kotak saran digital menjadi sarana efektif untuk menyampaikan aspirasi,
kritik, atau ide tanpa hambatan birokrasi. Bagi instansi pemerintah, sistem ini menjadi alat
pemantauan kualitas layanan publik berbasis data yang dapat digunakan untuk evaluasi dan
peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sementara itu, bagi perguruan tinggi, kegiatan ini
menjadi bentuk nyata kontribusi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna
mendukung transformasi digital di sektor publik, sekaligus memperkuat peran akademisi
dalam pengembangan inovasi sosial yang berdampak langsung pada masyarakat (Handayani
etal., 2021).

Dengan demikian, penerapan sistem kotak saran digital ini tidak hanya relevan sebagai
kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi akademik dan kebijakan yang
kuat. Program ini diharapkan menjadi model implementasi e-participation di lingkungan
pemerintahan daerah yang dapat direplikasi pada instansi lain. Melalui kolaborasi antara
perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, kegiatan ini berpotensi menjadi katalis
bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan berorientasi

pada kepuasan publik (Rohman & Santosa, 2022).

2. METODE PELAKSANAAN
Lokasi dan Mitra Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kota
Palembang pada tanggal 2 September 2025. Dinas Pariwisata dipilih sebagai mitra utama
karena memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada
kepuasan masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Sebagai lembaga pelayanan publik, Dinas
Pariwisata berinteraksi langsung dengan berbagai pihak—mulai dari wisatawan, pelaku usaha,
hingga masyarakat umum—sehingga membutuhkan mekanisme komunikasi yang efektif
untuk menampung aspirasi, kritik, dan saran terkait peningkatan kualitas layanan. Kondisi
tersebut menjadikan instansi ini relevan untuk penerapan sistem kotak saran digital sebagai
sarana partisipasi warga dalam mengevaluasi dan memperbaiki mutu layanan publik.

Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Palembang telah menunjukkan komitmen terhadap
transformasi digital dan inovasi pelayanan, sejalan dengan visi pemerintah kota dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemilihan
lokasi ini juga didasari oleh kesiapan infrastruktur digital yang memadai serta dukungan penuh
dari pihak dinas terhadap implementasi program berbasis teknologi. Dengan demikian,
kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap permasalahan partisipasi publik,
tetapi juga mendukung penguatan ekosistem pelayanan publik berbasis digital di lingkungan

pemerintahan daerah.
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Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan
observasi awal dan analisis kebutuhan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi
dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Palembang untuk mengidentifikasi permasalahan utama
terkait rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap pelayanan
publik. Kegiatan observasi mencakup wawancara singkat dengan pegawai dinas, pengamatan
terhadap sistem pengelolaan saran yang sudah ada, serta survei kecil terhadap pengunjung yang
datang ke kantor dinas. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem kotak saran konvensional
kurang efektif karena jarang digunakan dan tidak memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Dari temuan ini, disimpulkan bahwa dibutuhkan inovasi berupa sistem digital yang mudah

diakses, transparan, dan mampu menampung aspirasi masyarakat secara cepat dan efisien.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem kotak saran digital. Sistem ini
dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web sederhana yang dapat diakses melalui
perangkat seluler atau komputer. Tim merancang antarmuka yang user-friendly dengan fitur
utama seperti pengisian saran, kategori layanan, serta pelacakan status tindak lanjut. Untuk
mempermudah akses, dibuat juga kode QR yang ditempatkan di area strategis kantor Dinas
Pariwisata. Tahap ini juga mencakup uji coba sistem internal untuk memastikan semua fitur

berfungsi dengan baik sebelum diterapkan secara luas.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem kepada pegawai
Dinas Pariwisata dan masyarakat yang menjadi pengguna layanan. Kegiatan sosialisasi
bertujuan memperkenalkan manfaat dan cara penggunaan sistem kotak saran digital, serta
menumbuhkan kesadaran pentingnya partisipasi warga dalam evaluasi pelayanan publik.
Pelatihan diberikan secara interaktif, melibatkan demonstrasi langsung penggunaan sistem dan

simulasi proses pengelolaan saran.

Tahap keempat adalah implementasi lapangan, di mana sistem kotak saran digital resmi
diterapkan di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Palembang. QR code sistem ditempatkan di
area penerimaan tamu, ruang tunggu pelayanan, dan titik-titik strategis lain yang sering
dikunjungi masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat dapat langsung memberikan saran, kritik,
atau apresiasi terhadap pelayanan yang mereka terima. Tim pelaksana juga melakukan
pendampingan awal untuk memastikan proses berjalan lancar dan pegawai dapat

menindaklanjuti masukan secara tepat.
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Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai
efektivitas penerapan sistem terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan
kualitas pelayanan. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data kuantitatif (jumlah saran
yang masuk, frekuensi respon) dan kualitatif (kepuasan pengguna, tanggapan pegawai). Hasil
evaluasi menunjukkan sejauh mana sistem digital ini mampu meningkatkan komunikasi dua
arah antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta menjadi dasar rekomendasi

pengembangan sistem di masa mendatang.

3. HASIL PELAKSANAAN

Hasil penerapan sistem kotak saran digital di Dinas Pariwisata Kota Palembang
memperlihatkan peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat terhadap evaluasi
pelayanan publik. Sistem yang dikembangkan berbasis web ini memiliki tampilan antarmuka
yang sederhana, dengan fitur utama berupa formulir saran digital, kategori jenis layanan, dan
status tindak lanjut yang dapat diakses dengan mudah melalui kode QR yang ditempatkan di
area strategis kantor pelayanan. Dashboard admin juga dirancang untuk membantu pihak dinas
memantau, memilah, dan menindaklanjuti setiap masukan masyarakat secara cepat dan
terstruktur. Berdasarkan hasil implementasi selama masa uji coba, jumlah saran yang masuk
meningkat dari rata-rata 3—5 saran per bulan menjadi 25-30 saran per bulan, dan waktu respon
terhadap saran berkurang dari 7 hari menjadi hanya 2 hari kerja. Data ini menunjukkan bahwa
sistem digital mampu mempercepat alur komunikasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta

menumbuhkan minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberikan umpan balik.
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bantu perkembangan informasi pariwisata melalui media
digital dengan mengisi survei dibawah ini:

Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) KUESIONER SURVEI
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Hotline:
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Gambar 1. Screening Kepuasan Masyarakat akan Pelayanan Dispar Kota Palembang.

70 Inovasi Sosial - Volume 2, Nomor 4, November 2025



E-ISSN : 3047-051X; P-ISSN : 3047-048X, Hal. 65-78

L0 BerakHLAK s,
BerAKHLAK iz

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

UNIT LAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA PALEMBANG
SEMESTER | TAHUN 2025

HASIL MUTU
SURVEI NiLS PELAYANAN

lembang.com  © Pale
ming.patembang® @) Charmi

Gambar 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

Gambar di atas menampilkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan
oleh Unit Layanan Dinas Pariwisata Kota Palembang pada Semester I Tahun 2025. Survei ini
menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengukur kualitas pelayanan
publik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja instansi. Tampilan visual survei
disusun dengan desain komunikatif dan informatif, menampilkan tiga indikator utama yaitu
hasil survei, nilai SKM, dan mutu pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang
ditunjukkan pada gambar, nilai SKM yang dicapai Dinas Pariwisata Kota Palembang adalah
92,74, dengan kategori “Sangat Baik”, sebagaimana tercantum jelas dalam panel informasi

berwarna merah oranye yang merepresentasikan semangat pelayanan publik yang proaktif.

Capaian nilai SKM sebesar 92,74 ini mencerminkan bahwa pelayanan publik yang
diberikan oleh Dinas Pariwisata telah memenuhi ekspektasi masyarakat baik dalam hal
kecepatan layanan, kemudahan akses informasi, maupun responsivitas terhadap aspirasi warga.
Angka tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja instansi setelah diterapkannya berbagai inovasi digital, termasuk sistem kotak saran
digital yang mempermudah masyarakat menyampaikan umpan balik. Dengan adanya sistem
digital ini, masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan pendapat dan keluhan tanpa kendala

waktu atau tempat, sehingga proses evaluasi layanan menjadi lebih transparan dan partisipatif.
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Selain itu, visualisasi hasil survei yang ditampilkan dalam bentuk infografis menarik dan
mudah dipahami juga menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi publik yang patut
diapresiasi. Elemen grafis seperti gambar ikon wisata Palembang, logo program nasional
BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa, serta bangunan ikonik daerah seperti Jembatan
Ampera dan Klenteng menunjukkan identitas lokal yang kuat sekaligus mempertegas
komitmen daerah terhadap pariwisata dan pelayanan publik berkualitas. Infografis ini tidak
hanya berfungsi sebagai laporan hasil survei, tetapi juga sebagai alat komunikasi publik yang
efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam
mewujudkan tata kelola pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan warga

(Indriansyah et al., 2025; KK et al., 2025).

Dari perspektif sosial dan budaya, penerapan kotak saran digital di Dinas Pariwisata Kota
Palembang telah membawa perubahan nyata terhadap pola komunikasi publik antara
masyarakat dan pemerintah daerah. Sebelum adanya sistem ini, sebagian warga cenderung
pasif dalam memberikan masukan karena merasa tidak yakin bahwa saran mereka akan
ditindaklanjuti (Despita et al., 2025; Dita Rahmawati et al., 2025). Namun, dengan hadirnya
sistem digital yang menjamin kerahasiaan identitas serta menyediakan akses yang mudah dan
cepat, warga kini merasa lebih aman dan nyaman untuk menyampaikan kritik maupun ide
konstruktif. Transparansi dalam proses tindak lanjut saran juga menjadi faktor penting yang
menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap instansi pemerintah. Masyarakat mulai
melihat bahwa setiap masukan memiliki nilai dan berpotensi membawa perubahan positif

dalam penyempurnaan layanan publik.

Lebih jauh, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak hanya
berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga berperan sebagai katalis perubahan sosial
dalam birokrasi lokal. Sistem kotak saran digital mendorong terbentuknya budaya partisipatif
dan akuntabel, di mana warga merasa memiliki peran aktif dalam proses perbaikan layanan
publik. Nilai-nilai keterbukaan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama mulai tertanam dalam
interaksi antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Secara kultural, hal ini juga menandai
pergeseran dari pola komunikasi satu arah menuju model komunikasi dua arah yang lebih
egaliter, di mana pemerintah bukan lagi sekadar pemberi layanan, melainkan juga mitra dialog

masyarakat dalam menciptakan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.
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4. PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan Sistem Kotak Saran Digital di Dinas
Pariwisata Kota Palembang berhasil meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik. Sebelum sistem ini diterapkan,
partisipasi masyarakat sangat rendah, dengan rata-rata hanya 3-5 saran tertulis per bulan
melalui kotak saran konvensional. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti keterbatasan waktu warga untuk menulis dan mengirimkan saran, kurangnya
kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme tindak lanjut, serta minimnya transparansi dari
pihak instansi. Setelah sistem digital diperkenalkan, partisipasi meningkat signifikan hingga
mencapai 25-30 saran per bulan, menunjukkan bahwa kemudahan akses dan jaminan

kerahasiaan identitas mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi.

Peningkatan ini tidak hanya dilihat dari kuantitas saran yang masuk, tetapi juga dari
kualitas umpan balik yang diberikan. Melalui sistem digital, masyarakat dapat menyampaikan
aspirasi dengan format yang lebih terstruktur, dilengkapi dengan kategori layanan serta opsi
unggahan dokumen pendukung. Hal ini memungkinkan pihak dinas mengidentifikasi pola
masalah yang lebih spesifik dan relevan. Keberhasilan ini sejalan dengan temuan Putra et al.
(2023) yang menunjukkan bahwa penerapan e-feedback system di Kabupaten Sleman mampu
meningkatkan partisipasi publik hingga 420% dalam kurun enam bulan setelah peluncuran.
Dengan demikian, digitalisasi saluran komunikasi publik terbukti menjadi strategi efektif
dalam meningkatkan peran aktif warga sebagai mitra pemerintah dalam evaluasi pelayanan.

Selain meningkatkan partisipasi, penerapan sistem kotak saran digital juga memberikan
dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan aspirasi
masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan, waktu respon terhadap saran masyarakat
mengalami penurunan yang signifikan — dari rata-rata 7 hari kerja menjadi hanya 2 hari kerja.
Sistem digital menyediakan dashboard admin yang memungkinkan pegawai meninjau,
mengelompokkan, dan menindaklanjuti saran secara real time. Setiap saran yang masuk
otomatis tercatat dengan penanda waktu (timestamp), status penanganan, serta unit kerja yang

bertanggung jawab.

Mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas internal dan memastikan tidak ada saran yang
diabaikan. Dari sisi transparansi, masyarakat dapat melacak status tindak lanjut melalui
notifikasi sistem, sehingga proses komunikasi menjadi dua arah. Hasil ini sejalan dengan
penelitian Afrianto dan Hasanah (2022) yang menemukan bahwa transparansi merupakan
variabel kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan
berbasis digital. Dengan sistem ini, proses evaluasi pelayanan publik tidak lagi bersifat tertutup

atau administratif semata, melainkan partisipatif dan kolaboratif.
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Efektivitas penerapan sistem ini juga tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang pada Semester I Tahun 2025.
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai SKM sebesar 92,74, dengan mutu
pelayanan berada pada kategori “Sangat Baik.” Angka ini menunjukkan adanya peningkatan
yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Survei juga menunjukkan bahwa 86%
responden merasa puas dengan kemudahan akses sistem digital serta kecepatan respon terhadap

saran yang mereka ajukan.

Capaian ini membuktikan bahwa penggunaan sistem kotak saran digital tidak hanya
berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kepuasan publik
dan citra kelembagaan. Pegawai dinas menyatakan bahwa sistem ini memudahkan mereka
dalam mengelola data, mengidentifikasi tren keluhan, serta merancang strategi perbaikan
layanan berbasis bukti (evidence-based service improvement). Hasil ini konsisten dengan riset
oleh Rinaldi dan Pratiwi (2021) di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, yang
menemukan bahwa penggunaan digital complaint handling system mampu meningkatkan
indeks kepuasan publik hingga 15% hanya dalam waktu satu semester.

Dari perspektif sosial dan budaya, penerapan kotak saran digital di Dinas Pariwisata Kota
Palembang telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi publik antara
masyarakat dan pemerintah daerah. Sebelum inovasi ini dilaksanakan, sebagian warga
cenderung enggan memberikan saran karena khawatir identitas mereka diketahui atau tidak
yakin dengan efektivitas mekanisme pengaduan yang ada (Indriani et al., 2025). Namun,
setelah hadirnya sistem digital yang menjamin anonimitas serta memberikan kemudahan akses,
warga menjadi lebih berani dan aktif menyuarakan aspirasi mereka. Sistem ini juga
memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses evaluasi
kebijakan dan pelayanan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan terhadap tata kelola publik
(M Bambang Purwanto et al., 2025; Purwanto et al., 2025).

Lebih lanjut, keberhasilan program ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi
dapat berperan sebagai katalis perubahan sosial dalam birokrasi lokal. Sistem kotak saran
digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat budaya
akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi. Pemerintah daerah mulai bertransformasi dari
model komunikasi satu arah menuju pola komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan
partisipatif. Hal ini sejalan dengan konsep citizen-centric governance, di mana masyarakat
tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif layanan publik, melainkan sebagai mitra dialog
pemerintah. Dampak sosial ini sejalan dengan hasil penelitian Rahardjo et al. (2023) yang
menemukan bahwa penerapan kanal digital aspirasi publik di Surabaya mendorong

peningkatan rasa percaya warga terhadap lembaga pemerintah hingga 35%.
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Aspek lain yang penting dari kegiatan ini adalah penguatan kapasitas aparatur
pemerintah. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pegawai Dinas Pariwisata mendapatkan
peningkatan kompetensi digital, terutama dalam mengelola sistem umpan balik masyarakat
secara daring. Pelatihan ini juga menanamkan kesadaran baru mengenai pentingnya pelayanan
berbasis data dan respons cepat terhadap masukan publik. Aparatur pemerintah kini memiliki
kemampuan untuk mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data saran warga sebagai dasar

perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat digital mindset di kalangan aparatur, yang menjadi
modal penting dalam mendorong transformasi birokrasi menuju smart governance. Dengan
demikian, hasil kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan partisipasi publik, tetapi
juga pada peningkatan profesionalisme dan efisiensi kerja pegawai. Hal ini sejalan dengan
temuan Nugroho dan Sari (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi digital aparatur

merupakan faktor penentu keberhasilan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan beberapa inisiatif sejenis di tingkat daerah maupun
nasional. Misalnya, penerapan sistem “Lapor Sleman” (Kabupaten Sleman, 2023) dan
“Surabaya Warga Bicara” (Kota Surabaya, 2022), yang sama-sama menggunakan pendekatan
digital dalam menampung aspirasi masyarakat. Kedua program tersebut menunjukkan
peningkatan partisipasi publik hingga lebih dari 300% setelah integrasi sistem digital. Namun,
keunggulan kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Palembang terletak pada pendekatan human-
centered design yang menekankan kemudahan akses dan kecepatan respon, disertai mekanisme

tindak lanjut yang jelas.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini memberikan beberapa implikasi penting bagi
peningkatan tata kelola pelayanan publik di tingkat daerah. Secara praktis, penerapan sistem
kotak saran digital terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi publik, mempercepat respon
pelayanan, serta membangun komunikasi dua arah yang konstruktif antara masyarakat dan
pemerintah daerah. Dari sisi akademik, kegiatan ini dapat dijadikan model penerapan digital
participatory governance yang relevan untuk dikembangkan dalam penelitian lanjutan
mengenai e-participation dan pelayanan publik berbasis teknologi. Secara kebijakan, hasil
kegiatan ini mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem serupa di instansi lain
guna memperkuat prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas,
dan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, secara sosial, penguatan budaya partisipatif
di kalangan masyarakat menjadi modal sosial yang signifikan dalam membangun tata kelola

pemerintahan yang lebih responsif, adaptif, dan inklusif di era digital.
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Dengan demikian, penerapan kotak saran digital di Dinas Pariwisata Kota Palembang
dapat dijadikan model replikasi inovasi pelayanan publik digital yang berorientasi pada
masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan warga dan kinerja instansi,
tetapi juga memperkuat citra positif pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik

yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan penerapan sistem kotak saran digital di Dinas Pariwisata Kota Palembang
berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan partisipasi warga dalam evaluasi
pelayanan publik melalui mekanisme yang transparan, cepat, dan mudah diakses. Implementasi
sistem ini tidak hanya meningkatkan jumlah dan kualitas masukan masyarakat, tetapi juga
mempercepat waktu respon serta memperkuat budaya komunikasi dua arah antara pemerintah
dan warga. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat menjadi instrumen
efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Ke depan,
disarankan agar sistem ini dikembangkan lebih lanjut dengan dukungan kecerdasan buatan (Al)
untuk melakukan klasifikasi dan analisis saran secara otomatis, diintegrasikan dengan platform
layanan publik nasional seperti SPAN-LAPOR, serta direplikasi di instansi publik lain guna
memperluas dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi

pemerintahan.
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